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PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR  23  TAHUN 2023 

TENTANG 

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA  

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

Menimbang:  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan  
Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor 
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

Mengingat:  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6516);  

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara  dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
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Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4738); 

 9.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

 10.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6847); 

 12.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan  
Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 
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 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan 
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  Hulu 

Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Nomor 13); 

 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Nomor 9); 

 17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati 
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 

11); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL 

RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

2.  Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3.  Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai 

Selatan. 

4.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

5.  Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan. 

6.  Belanja Rumah Tangga adalah belanja yang disediakan untuk keperluan Rumah 

Tangga dalam rangka mendukung fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD. 

BAB II 

BESARAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD 

Pasal 2 

(1) Belanja Rumah Tangga disediakan dalam rangka menunjang kebutuhan 
minimal Pimpinan DPRD yang meliputi biaya kebutuhan makanan dan 

minuman harian untuk Pimpinan DPRD beserta keluarga dan staf yang bertugas 

di rumah tangga Pimpinan DPRD. 

 

 

(2) Kebutuhan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya 
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ditentukan sebagai berikut: 

a.  Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD paling tinggi atau setara dengan belanja 

Rumah Tangga Bupati; dan 

b.  Belanja Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD paling tinggi atau setara dengan 

belanja Rumah Tangga Wakil Bupati. 

(3) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD. 

(4) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD. 

(5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan 

perlengkapannya, tidak diberikan Belanja Rumah Tangga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 3 

(1) Besaran Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

menyesuaikan dengan standar harga satuan yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah. 

(2) Tata cara pencairan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Rumah 

Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

BAB III 

PENDANAAN 

Pasal 4 

Pendanaan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD yang diatur dalam Peraturan 
Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber 

pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Daerah. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
 

    Ditetapkan di Kandangan  

    pada tanggal 22 Mei 2023 

        BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 

 
                           ACHMAD FIKRY 

 
Diundangkan di Kandangan  

pada tanggal 22 Mei 2023 

             SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

 
ttd. 

 
              MUHAMMAD NOOR 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 23 


